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PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR 04.12_59 TAHUN 2019
TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

o B

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf (a) di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Nias Selatan tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2020;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Barat dan Kabupaten

Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Barat dan Kabupaten
Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun2003 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4335);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undanngan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679j;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Persuran Perundang Undangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Bimbingan Penagawasan Penyenggaraan  Pemeritahan
Daerah;

Peraturan Pemeritah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa ;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa ;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata
Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah
Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan
Desa ;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015
tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 131.12-3579 Tahun
2016 tentang Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi
Sumatera Utara;

Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 131.12-3580 Tahun
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2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara;

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pedoman Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa ;
Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 7 Tahun
2012 tentang Desa di Kabupaten Nias Selatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah
Kabupaten Nias Selatan;

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan
Tahun Anggrasn 2019;

Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5 49 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias
Selatan;

Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_21 Tahun 2019
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;

Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 05.2_36 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2019,
Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_04 Tahun 2019
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG  PRIORITAS
PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama
lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak  tradisional yang diakui dan dihormati dalam  sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yvang ditransfer
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan
digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
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pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat.

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan
warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat
Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh
Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang
muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan
negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama
lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,
serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya
disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6
(enam) tahun.
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Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP
Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB
Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pillhan kegiatan yang
didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk
dibiayai dengan Dana Desa.

Tipologi Desa  adalah keadaan dan  kenyataan karakteristik
geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas,
serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan
melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup
dan kehidupan sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan
ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial,
ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan
menanggulangt kemiskinan.

Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang
memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi
belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi
kemiskinan.

Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya
sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya
dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas
hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena
masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial
sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial,
ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai
bentuknya.

Produk unggulan Desa dan produk unggulan kawasan perdesaan
merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-
usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah
Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-
Desa.

Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa,
khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan
mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi
lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi
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kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks
Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan
Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.

Pendampingan Desa adalah Kegiatan untuk melakukan aktifitas
pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian,
pengarahan dan fasilitasi Desa.

Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut
oleh Kementerian yang bertugas pendampingan di tingkat Desa,
Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa bertujuan untuk :

a. Menyusun Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2020.

b. Memberikan acuan bagi desa dalam menyelenggarakan
kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa
yang dibiayai dana desa

Pasal 3

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 didasarkan pada
prinsip-prinsip :

a. Keadilan : dengan mengutamakan hak dan kepentingan
seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;

b. Kebutuhan prioritas : dengan mendahulukan kepentingan Desa
yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan
langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;

c. Terfokus : mengutamakan pilihan penggunaan dana desa pada
3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan
kebutuhan desa;

d. Kewenangan Desa : dengan mengutamakan kewenangan hak
asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;

e. Partisipatif : dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas

Masyarakat;
f. Swakelola : mengutamakan pelaksanaan secara mandiri
dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa,

mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa
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dan kearifan lokal;

Berdikari : mengutamakan pemanfaatan dana desa dengan
mendayagunakan sumber daya desa,;

Berbasis Sumber Daya Desa : mengutamakan pendayagunaan
sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa
dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dana desa; dan

Tipologi Desa : dengan mempertimbangkan keadaan dan
kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis,
ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau
perkembangan dan kemajuan Desa.

BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 4
Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai
pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi
masyarakat Desa berupa:
peningkatan kualitas hidup;
peningkatan kesejahteraan;

penanggulangan kemiskinan; dan
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peningkatan pelayanan publik.

Pasal 5

Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a
diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan
kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang
berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup
masyarakat.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b
diutamakan untuk:
a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas

kegiatan;
b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
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c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga
miskin; dan

d. meningkatkan pendapatan asli Desa.

(3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2) huruf ¢ diutamakan untuk:

a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;

b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;

c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi Kkeluarga
dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan
kerja;

d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat
Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga
miskin; dan

e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis
(stunting).

(4) kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil

(stunting)  sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) point

e, meliputi:

a. penyediaan air bersih dan sanitasi;

b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk
balita;

c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu
hamil atau ibu  menyusui;

d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan
pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu
menyusui;

e. pengembangan apotik hidup desa dan produk
hotikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil
atau ibu menyusui;

f. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan

g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan

dalam musyawarah Desa.

(5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa
diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan




yang bersifat lintas bidang dengan menciptakan lapangan
kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi
bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli
Desa.

(6) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3}
antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau
produk unggulan kawasan perdesaan, BUMDesa dan/atau
BUMDesa Bersama, embung/penampungan air kecil
lainnya, serta sarana olahraga Desa sesuai dengan
kewenangan Desa.

(7) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) merupakan unit usaha yang dikelola oleh
BUMDesa atau BUMDesa bersama.

(8) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya
yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui

musyawarah Desa.

Pasal 7

(1) Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) poin c, diutamakan membiayai pelaksanaan program dan
kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi
masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin,
dan stunting.

(2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1)
dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya
alam, teknologi dan sumberdaya manusia di Desa.

(3) Pendayagunaan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk
bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan
membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan
kerja.

(4) Upah  kerja  dibayar secara harian atau mingguan dalam
pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.

(5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim

panen.




Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 8
(1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan
antara lain:
a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan,

%

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;

pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa
setempat;

pengembangan ketahanan masyarakat Desa;

pengembangan ketahanan keluarga;

pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui
pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak
(software} dan perangkat keras (hardware) komputer untuk pendataan
dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
Desa yang dikelola secara terpadu;

dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang
pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan
perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan
anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;

dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;

dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik
sosial serta penanganannya,

dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif
yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat,
koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian Desa dan
peningkatan kesejahteran masyarakat;

penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumberdaya

alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan
pihak ketiga; dan

kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

(2) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf (b) wajib dilakukan secara swakelola oleh Desa atau badan




kerja sama antar-Desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Publikasi
Pasal 9

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa dan
pemberdayaan masyarakat Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah
Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses
masyarakat Desa.

(2) Publikasi penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan
partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

(3) Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di ruang
publik, Pemerintah Daerah memberikan sanksi administrasi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari
perencanaan pembangunan Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dengan
mengacu pada perencanaan pembangunan daerah kabupaten.

(1)

(3)

(4)

Pasal 11

Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,
menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan
diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan
APBDesa.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pemerintah Kabupaten menyampaikan informasi tentang pagu indikatif
Dana Desa sebagai informasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).




(5)

(1)

(2)

Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan
Desa.

Pasal 12

Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan Desa
untuk penyusunan prioritas penggunaan Desa, Pemerintah Desa
menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM).

Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

1. Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan dana Desa
dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Nias Selatan.

2. Pembinaan, Pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa
dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping
Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan
ketentuan dan perundang-undangan.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 14
Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas
penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan dengan cara :

a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan
Dana Desa;

b. melakukan pendampingan kepada desa dalam menetapkan prioritas
penggunaan Dana Desa sesuai dengan Kketentuan Peraturan
Perundang-undangan; dan/atau

c. melakukan studi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana
Desa.

Pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui Aparat
Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Kabupaten
Nias Selatan.




SALINAN |

i rmmmi sk eI

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa, perubahan perencanaan program
dan/atau kegiatan yang dibiayai Dana Desa dibahas dan disepakati dalam
Musyvawarah Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias
Selatan.

Ditetapkan di Telukdalam
pada tanggal 13 Desember 2019

BUPATI NIAS SELATAN,
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HILARIUS DUHA

Diundangkan di Teluk Dalam
Pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,
{
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Ir. IKHTIAR DUHA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660412 199203 1 002
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Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. NIAS SELATAN,

AMSARNO S. SARUMAHA, SH
Penata Tk.I
NIP. 19800216 200611 1 001




